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PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 5? TAHUN 2b1Y
TENTANG

ORGANISAS| DAN TATA KERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BEKASI,

Menimbang : a. bahwa bahwa sehubungan telah ditetapkannya Peraturan
Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang tentang
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi, yang di
dalamnya mengatur pembentukan Badan Pengelolaan Kauangan
dan Aset Daerah, maka sesuai ketentuan Pasal 58 perlu disusun
aturan pelaksanaannya ke dalam organisasi dan tata karja yang
meliputi kewenangan, tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas;

b. bahwa atas dasar perimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a di atas, maka susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bekasi
tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat 1. Undang-Undang Nemor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat
(Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Momor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4438);




Menetapkan

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indgnesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara

Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5§ Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Megara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomer 6, Tambahan Negara Nomor 5484);

5. Undang-Undang MNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomaor 6 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah
Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran
Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomaor 8).

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG ORGANISAS] DAN TATA
KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
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KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.  Daerah adalah Kabupaten Bekasi:

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

Bupati adalah Bupati Bekasi:

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi;

Badan adalah Badan Pengelclaan Keuangan dan Aset Daerah;

Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

Unit Pelaksana Teknis Dinas yang disingkat UPTD adalah unsur pelaksana yang

dipimpin oleh secrang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Badan; dan secara operaional di koordinasikan oleh Camat;

8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi
tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk
melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam upaya mendukung
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kelancaran tugas pokok Badan.
9. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Aset Daerah adalah semua barang
yang dibeli dan diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

atau perolehan lainnya yang sah.

BAB |l
KEWENANGAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kewenangan
Pazal 2

Dalam menyelenggarakan pelaksanan tugas, Badan mempunyai kewenangan :

1. Penetapan kebijakan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU
kabupaten.

2. Pelaksanaan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU kabupaten.

3. Pengawasan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU kabupaten,

4. Pengelolaan data dasar penghitungan alokasi DAU kabupaten.

Pengelolaan DAL kabupaten/ kota,
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Pelaporan pengelolaan DAU kabupaten.
Usulan program dan kegiatan kabupaten untuk didanai dar DAK

s

Fengelolaan DAK (bagi kabupaten yang menarima DAK).
&  Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DAK,
10. Penyiapan data realisasi penerima DEH kabupaten.

11. Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DBH.
12.Penetapan kebijakan pengelolaan investasi dan aset daerah kabupaten.

13. Pelaksanaan pangelalaan investasi dan aset daerah kabupaten.

14. Pengawasan pengelolaan investasi dan aset daerah kabupaten.

15, Fasilitasi pengelolaan aset daerah pemekaran skala kabupaten.

18.Penetapan kebijakan tentang sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan
daerah kabupaten dan desa.

17. Penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
kabupaten dan APE desa.

18, Evaluasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB desa.

18. Evaluasi Raperdes tentang retribusi dan pungutan lainnya.

20.Penetapan kebijakan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan
pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan
concurrant)

21.Fasilitasi penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan APB desa.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 3

(1) Badan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang pengslolaan
keuangan dan aset.

(2) Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan; yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Bupati melaiui Sekretaris Daerah,




Bagian Ketiga
Tugas Pokok
Pasal 4

Badan mempunyal tugas pokok melaksanakan kewenangan di bidang pengelolaan

keuangan dan aset.
Bagian Keempat
Fungsi
Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 4 Badan

mempunyai fungsi

a.  perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;

0. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang
pengelclaan keuangan dan aset daerah;

C. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan keuangan dan aset
daerah;

d.  pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

BAB Il
ORGANISASI
Bagian Kesatu

Unsur-unsur Organisasi

Pasal 8

Badan terdiri dari unsur-unsur

a. Pimpinan;

b.  Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat dan Sub Bagian:

¢.  Pelaksana adalah Bidang, Sub Bidang-Sub Bidang, UPTD dan Kelompok Jabatan
Fungsional.
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(2}

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 7

Organisasi Badan terdiri dari :
a.  Kepala;
b. Sekretariat, membawahkan :
1)  Sub Bagian Perencanan;
2)  Sub Bagian Keuangan;
3)  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,

c. Bidang Anggaran, membawahkan ;
1)  Sub Bidang Anggaran Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan
Pembiayaan;
2}  Sub Bidang Anggaran Belanja Langsung;
3)  Sub Bidang Penyusunan dan Penelaahan Kebijakan Anggaran.

d. Bidang Perbendaharaan, membawakan
1)  Sub Bidang Belanja Langsung;
2)  Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah.
3}  Sub Bidang Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan;

e.  Bidang Pengeiolaan Aset, Akuntasi dan Pelaporan, membawakan
1) Sub Bidang Inventarisasi dan Penilaian Aset:
2)  Sub Bidang Pendayagunaan Aset:
3) Sub Bidang Penertiban Aset,

f.Bidang Akuntasi, membawakan
1} Sub Bidang Pembukuan;
2)  Sub Bidang Pengeiolaan Data:
3)  Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.

g. UPTD
h.  Kelompok Jabatan Fungsional;

Bagan Struktur Organisasi Badan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Bekasi Nomor 8 .tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
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(2)

Bagian Ketiga
Bidang Tugas Unsur Organisasi
Paragraf 1
Kepala Badan;
Pasal 8

Kepala Badan; mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan,

mengoordinasikan, mambina, dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan daerah bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kepala Badan mempunyai uraian

tugas sebagai berikut;
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merumuskan dan menetapkan program kerja Dinas sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

menyusun dan melaksanakan kebijakan umum pengelolaan keuangan
daerah:

menyusun kebijakan teknis pengelolaan barang daerah;

menyusun kebijakan teknis pengelolaan keuangan daerah;

merumuskan penyelenggaraan penyusunan KUA;

merumuskan penyelenggaraan penyusunan PPAS:

menyelenggarakan penatausahaan pengelolaan keuangan daerah;
menyelenggarakan penatausahaan pengelolaan barang daerah;
menyelenggarakan penyusunan rancangan APBD dan rancangan
Perubahan APBD:

menyelenggarakan fungsi Bendahara Umum Daerah;

menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD:

menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD:

mengasahkan DPA-SKPD;

menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan APBD:

memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan
pengeluaran kas daerah:

memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank
dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;

menyelenggarakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan
APBD;

menyimpan uang daerah pada bank dan/atau lembaga keuangan lainnya
yang telah ditunjuk;
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KK.

mensatapkan SPD:
menyelenggarakan penempatan uang daerah dan menatausahakan

investasi;

menyelenggarakan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna
anggaran atas beban rekening Kas umum daerah;

menyelenggarakan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah
daerah;

menyelenggarakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah dasrah;
mengelola utang dan piutang daerah;

mengelola penagihan piutang daerah;

menyelenggarakan sistern akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
menyelenggarakan informasi keuangan daerah;

melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan
barang milik daerah;

merumuskan penyusunan konsolidasi LKD;

menunjuk kuasa BUD untuk melaksanakan tugas penyiapan anggaran kas,
penyiapan SPD. penerbitan SP2D dan penyimpanan seluruh bukti asli
kepemilikan kekayaan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
meneliti dan menyusun bahan persetujuan sekretaris Daerah mengenai
rencana kebutuhan barang milik daerah;

meneliti dan menyusun bahan persetujuan sekretaris Daerah mengenai
rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;
menyusun bahan penetapan Bupati tentang penggunaan, pemanfaatan atau
pemindahtanganan tanah dan bangunan melalui Sekretaris Daerah;
menyusun usulan pengajuan pemindahtanganan barang milik dasrah yang
memeriukan persetujuan DPRD, melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan
Pengajuan Bupati kepada DPRD;

menyusun bahan persetujuan Bupati tentang usul pemindahtanganan dan
penghapusan barang milik daerah sesuai batas kewenangannya, melalui
Sekretaris Daerah;

menyusun bahan persetujuan Bupati tentang usul pemanfaatan barang milik
daerah selain tanah dan/atau bangunan, melalui Sekretaris Daerah;
mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan, dan
pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh bupati atau
DPRD;

menyelenggarakan dokumentasi  kepemilikan barang daerah untuk

kendaraan, tanah dan bangunan;
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melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah:
membina dan mengevaluasi program dan kegiatan Badan Pengelclaan
Keuangan dan Aset Daerah;

melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah dan pemerintah provinsi.
menyiapkan bahan persetujuan dan penetapan urusan pemerfintahan
daerah kabupaten yang ditugaspembantuankan kepada pemerintah desa
sesuai dengan lingkup tugasnya;

menyelenggarakan administrasi pendapatan, keuangan dan aset daerah di

lingkungan Badan;
mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan anggaran pada Badan;

melakukan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada

dalam penguasaan Badan;
menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Dinas

untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya,
mengarmankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam
penguasaan Badan;

menyiapkan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBEFS) dan Laporan
Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaan Badan:
menyiapkan laporan keuangan Dinas sebagal bahan penyusunan laporan
keuangan Daerah,

mengoordinasikan penggabungan laporan perianggungjawaban keuangan
dan barang atas pelaksanaan dana tugas pembantuan di SKFPD Kabupaten
Bekasi setiap triwulan dan akhir tahun sebagai bahan penyampaian laporan
Bupati kepada Menteri Keuangan;

menyelenggarakan koordinasi dengan dinas lain;

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil
kegiatan urusan pelayanan Badan

menyusuﬁ bahan laporan akuntabilitas kerja Badan;

menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan Badan;
mengendalikan pelaksanaan teknis kegiatan dalam lingkup Badan:
melakukan pemeliharaan barang milik daerah dalam lingkup Badan;
mempelajari, memahami dan menyelenggarakan peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;

melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Badan,

memberikan saran dan pertimbangan di bidang tugasnya kepada atasan,
melaksanakan svaluasl tugas dan menginventarisasi permasalahan lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
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membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran

pelaksanaan tugas;
menilai hasil kerja bawahan secara berenjang untuk bahan

mengembangkan karier;
melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan:
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan,

Paragraf 2

Sekretariat
Pasal &

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok
memimpin, merencanakan, mengatur, mengoordinasikan dan mengendalikan

kegiatan operasional administrasi umum, keuangan dan kepegawsaian seria

pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Sekretariat menyelenggarakan koordinasi antar bidang.
Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1),

Sekretariat mempunyai fungsi :

a,

PENyuUsunan program dan petunjuk teknis penyelenggaraan administrasi
umum, keuangan dan kepegawaian serta perencanaan, evaluasi dan
pelaporan:;

perencanaan operasional kegiatan administrasi umum, keuangan dan
Kepegawaian;

pengendalian dan pembinaan  administrasi umum, keuangan dan
kepegawaian serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

pengoordinasian penyusunan program dan laporan bidang-bidang:
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya.

(4) Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat membawahkan -

a.
b.
¢,

Sub Bagian perencanaan;
Sub Bagian keuangan;
Sub Bagian umum dan kepegawaian.



FPasal 10

Sekretaris dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud
pada Pasal 8, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a.
b.

menyusun program kerja sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
merencanakan operasional Sekretariat berdasarkan skala prioritas dan dana yang
tersadia sebagai dasar pelaksanaan Wwgas;

mengoordinasikan bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD Dinas sebagal
bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten;

mengoordinasikan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana
Keria (Renja) Dinas sebagai pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten;
mengoordinasikan bahan penyusunan LPPD tahunan dan lima tahunan Dinas di
bidang pengelolaan keuangan dan aset sebagal bahan penyusunan LPPD
tahunan dan lima tahunan Kabupaten;

mengoordinasikan bahan penyusunan LKPJ tahunan dan lima tahunan Dinas di
bidang pengelolaan keuangan dan aset sebagai bahan penyusunan LKPJ tahunan
dan akhir masa jabatan Bupati;

mengoordinasikan bahan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA),
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan
Anggaran (DPPA) Badan;

mengoordinasikan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Badan;

menyusun program dan petunjuk teknis penyelenggaraan administrasi umum,
keuangan dan kepegawaian serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas administrasi umum,
Keuangan dan kepegawaian serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
Melaksanakan penatausahaan keuangan atau verifikasi yang berkaitan dengan
dokumen keuangan;

mengoordinasikan bidang-bidang pada Dinas dalam rangka menghimpun
perencanaan kegiatan, evaluasi dan menganalisa data serta laporan hasil
kegiatan;

mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan
yang berkaitan bidang tugasnya.

memberikan saran dan perimbangan teknis administrasi umum, keuangan dan
kepegawaian serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan kepada atasan
menyusun laporan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian seria
perencanaan, evaluasi dan pelaporan ssbagai pertanggungjawaban kepada
atasan;
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membagi tugas dan member petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;

menilal hasil kerja bawahan secara berjenjang dengan jalan memonitor dan
mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan,
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 11

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan,
melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol pelaksanaan administrasi

perencanaan, evaluasi dan pelaporan pada Dinas.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Sub

Bagian Perencanaan mempunyai fungsi ;

a.

perencanaan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi
penghimpunan rencana pregram dan kegiatan, evaluasi dan laporan dari
masing-masing bidang pada Badan:

pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi
penghimpunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan laporan dari
masing-masing bidang pada Badan;

pembagian pelaksanaan tugas perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang
meliputi penghimpunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan laporan
dari masing-masing bidang pada Badan:

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Pasal 12

Sub Bagian Perencanaan dipimpin cleh seorang Kepala, mempunyai uraian fugas
sebagai berikut:
menyusun program kerja Sub Bagian Perencanaan sebagai pedoman pelaksanaan

tugas;
merencanakan operasional Sub Bagian Perencanaan berdasarkan skala pricritas

dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas,




menghimpun bahan penyusunan RJPD, RPJMD dan RKPD Dinas dari masing-
masing bidang sebagai bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD

Kabupaten;
menghimpunt bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja

(Renja) Dinas dari masing-masing bidang sebagai pelaksanaan RPJPD, RPJMD
dan RKPD Kabupaten, _
mengumpulkan bahan penyusunan LPPD tahunan dan lima tahunan Dinas di
bidang pendapatan. administrasi keuangan dan asset sebagal bahan penyusunan
LPPD tahunan dan lima tahunan kabupaten:

mengumpulkan bahan penyusunan LKPJ tahunan dan lima tahunan dalam hidang
pendapatan, administrasi keuangan dan aset sebagai bahan penyusunan LKFJ
tahunan dan akhir masa jabatan Bupati;

menghimpun bahan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA), Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
(DPPA) Badan,

menghimpun, memaduserasikan dan mengolah perencanaan program dan kegiatan
dari bidang-bidang pada Badan;

menghimpun dan mengolah bahan evaluasi program dan kegiatan Badan;
menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja Dinas sebagai pertanggungjawaban
kepada Bupati;

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan
masing-masing bidang;

mengevaluasi pelaksanaan fugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencan alternatif pemecahannya;

menghimpun, mengolah. menganalisa, dan menyajikan data hasil kegiatan
masing-masing bidang;

menyusun rekaéitulasi bidang-bidang lingkup Dinas dalam penyusunan laporan
kegiatan tugas pembantuan dari Pemerintah danfatau Provinsi,

menyusun bahan persetujuan dan bahan peneétapan urusan pemerintahan daerah
yang ditugaspembantuankan kepada pemerintah desa sesual dengan lingkup
tugasnya;

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarizsasi permasalahan dalam
lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Sub Bagian Perencanaan,
mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan bidang tugasnya;

memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;




(1)

(2}

membagi tugas dan memberi pefunjuk kepada bawahan untuk kelancaran
pelaksanaan tugas:

menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil
kerjanya untuk bahan pengembangan karier;

menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan,
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 13

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan,
melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol pelaksanaan administrasi
keuangan pada Dinas.

Untuk melaksanakan tugas pokek sebagaimana dimaksud pada Ayat (1). Sub
Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
a. perencanaan kegiatan administrasi keuangan pada Badan,
b. pelaksanaan administrasi keuangan pada Badan;
pembagian pelaksanaan tugas administras: keuangan pada Badan:
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Paszal 14

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala, mempunyal uraian tugas sebagai

berikut:

a. menyusun program Kerja Sub Bagian Keuangan sebagai pedoman pelaksanaan
fugas; :

b. menyusun rencana operasional Sub Bagian Keuangan berdasarkan skala prioritas
dan dana yang tersedia sebagal dasar dalam pelaksanaan tugas;
menyusun rencana kerja administrasi keuangan Badan;
membantu dan menyiapkan administrasi penatausahaan keuangan di lingkungan
Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

2. meneliti kelengkapan pembayaran yang merupakan kewajiban Badan;
melaksanakan pengelolaan gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil lingkup Badan:

g. menyelenggarakan akuntansi keuangan yang meliputi akuntansi penenmaan kas,
akuntansi pengeluaran kas, akuntansi aset tetap dan akuntansi selain kas;

h. menyusun laporan keuangan Badan;



mengevaluasli pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan lingkup
tugas sera mencari alternatif pemecahannya;

melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Sub Bagian Keuangan;
mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan bidang tugasnya;

memberikan saran dan perimbangan teknis kepada atasan,

membagi tugas dan member petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;

menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil
kerjanya untuk bahan pengembangan kaner,

menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan,
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 15

(1} Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok merencanakan

(2]

kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol pelaksanaan tata warkat,
kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan

keperluan alat tulis serta ruang perkantoran pada Badan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Sub

Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

a, persncanaan kegiatan urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan
dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang
perkantoran;

b. pelaksanaan urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan
dnkumentasi: perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang
perkantoran;

. pembagian pelaksanaan tugas urusan tata warkat, kepegawaian. kehtmagan
dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperiuan alat tulis serta
ruang perkantoran;

d.  pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.



Pasal 16

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh secrang Kepala, mempunyai uraian

tugas sebagai benkut:

d

menyusun program kerja Sub Bagian Perencanaan sebagai pedoman pelaksanaan
fugas;

merencanakan operasional Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan
skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas;
menyusun rencana kegiatan urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan
dokumentasi. perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang
perkantoran Badan;

melaksanakan ketatawarkatan Dinas meliputi pengaturan pengelolaan surat masuk
surat keluar dan pengaturan pencatatan jadwal kegiatan Badan;

menyiapkan bahan kegiatan kehumasan Badan;

menganalisis rencana kebutuhan perlengkapan dan keperluan alat tulis kantor
(ATK), kebutuhan perlengkapan, ATK, perbekalan sarta ruang Badan;,

menyusun rencana kebutuhan barang Badan;

menyusun rencana kebutuhan pemeliharaan barang Badan;,

melaksanakan penyusunan daftar kebutuhan barang lingkup Badan;

melaksanakan pengadaan perlengkapan, perbekalan, pemeliharaan atau penataan
gedung kantor dan keperluan alat tulis kantor (ATK) Badan;

melaksanakan penyusunan daftar barang Dinas menurut pengolongan dan kodifikasi
barang;

melaksanakan pencatatan barang milik daerah dalam Kartu Inventaris Barang A, B, C,
D, Edan F;

melaksanakan dokumentasi kepemilikan barang selain kendaraan, tanah dan
bangunan; '

melaksanakan penyiapan bahan sensus barang milik dasrah di Dinas sebagai bahan
penyusunan Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris barang milik pemerintah
daerah;

pendistribLisian perlengkapan dan keperluan alat tulis kantor (ATK) pada Badan;
menganalisa dan menyusun usulan penghapusan aset Badan,

menyusun bahan pengajuan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan
barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang
sah;

melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam
penguasaan Badan,
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menyusun usulan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah danf/atau
bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain
tanah dan bangunan;

melaksanakan urusan administrasi kepegawaian lingkup Badan meliputi layanan
administrasi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala (KGB), daftar urut kepangkatan
(DUK), data pegawai, kartu pegawai (Karpeg), Karis/ Karsu, tunjangan anak atau
keluarga, Askes, Taspen, taperum, pensiun, membuat usulan formasi pegawai,
membuat usulan izin belajar, membuat usulan izin diklat, kesejahteraan pegawali,
penyesuaian jazah, usulan pemberian penghargaan, memberikan layanan Fenilaian
Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional, pembinaanfeguran disiplin pegawai,
membuat konsep usulan culi pegawai sesual aturan yang berlaku, membuat konsep
pemberian izin nikah dan cerai, membuat usulan pemberhentian dan pengangkatan
dari dan dalam jabatan, membuat dan atau mengusulkan perpindahan atau mutasi
pegawai sesual dengan peraturan yang beraku, melaksanakan pengelolaan Daftar
Penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP);

mengelola administrasi perjalanan dinas lingkup Badan;

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencarn altematif pemecahannys;

melaksanakan pengawasan intemal di lingkungan Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian;

mempeiajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan bidang tugasnya;

memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas
dapat berjalan lancar;

menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memenitor dan mengevaluasi hasil kerjanya
untuk bahan pengembangan karier;

menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan

Paragraf 3
Bidang Anggaran
Pasal 17

Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala dan mempunyai tugas pokok
merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan,
mengevaluasi dan melaporkan kegiatan penyelenggaraan penyusunan anggaran,



(2)

(3]

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Bidang
Anggaran mempunyai fungsi

a  perencanaan operasional kegiatan anggaran;

b,  penyelenggaraan kegiatan anggaran,

¢ pengendalian dan pembinaan penyelenggaraan kegiatan anggaran;

4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Bidang Anggaran,

membawahkan :
a. Sub Bidang Anggaran Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan

Pembiayaan;
b. Sub Bidang Anggaran Belanja Langsung;
c.  Sub Bidang Penyusunan dan Penelaahan Kebijakan Anggaran.

Pasal 18

Bidang Anggaran dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana

dimaksud pada Pasal 17, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

.
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merencanakan program kerja Bidang Anggaran sebagai pedoman pelaksanaan

fugas,
merencanakan operasicnal Bidang Anggaran berdasarkan skala prioritas dan dana

yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas:

menyusun bahan laporan akurtabilitas kinerja bidang anggaran yang akan
dikoordinasikan cleh Sekretariat sebagai pertanggungjawaban Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kepada Bupati;

mengelola dan menganalisa urusan pengelolaan anggaran daerah;
menyelenggarakan dan melaksanakan koordinasi penyusunan APBD,
menyelenggarakan dan melaksanakan koordinasi penyusunan perubahan APBD;
merumuskan dan menyelenggarakan penyusunan anggaran kas (cash budget):
menyelenggarakan dan melaksanakan koordinasi penyelenggaraan penelitian
RKA-SKPD;

menghimpun, menganalisa, mengoordinasikan dan mengevaluasi laporan dan
penyelenggaraan penyusunan APBD;

melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah sebagai pengguna anggaran;
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(2}

memperianggungjawabkan laporan-laporan kegiatan, keuangan secara bulanan,
tnwulan dan tahunan yang akan dikoordinasikan Sekretariat pada Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

mengendalikan pelaksana teknis kegiatan lingkup bidang anggaran,
menyalenggarakan koordinasi dengan bidang lain

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan
urusan pelayanan Bidang Anggaran;

menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan lingkup bidang
fugasnya,

mengendalikan pelaksanaan teknis kegiatan lingkup Bidang Anggaran;

melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah di lingkup Bidang
Anggaran;

melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Bidang Anggaran;

mempelajari, memahami dan menyelenggarakan peraturan perundang-undangan
yang berkaitan dengan Bidang Anggaran;

memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan;
melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

membagi ftugas dan memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran
pelaksanaan tugas:

menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan
karier;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
FPasal 18

Sub Bidang Anggaran Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan
mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas
dan mengontrol kegiatantsknis dan administrasi penyelenggaraan penyusunan
anggaran pendapatan, belanja tidak langsung dan pembiayaan,

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Sub

BidangAnggaran Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan

Pembiayaanmempunyai fungsi :

a. perencanaan Kegiatan Sub BidangAnggaran Pendapatan, Belanja Tidak
Langsung dan Pembiayaan;




b pelaksanaan Sub BidangAnggaran Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan
Pembiayaan,

c. pembagian pelaksanaan tugas Sub BidangAnggaran Pendapatan, Belanja
Tidak Langsung dan Pembiayaan;

d.  pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Pasal 20

Sub Bidang Anggaran Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaandipimpin
oleh seorang Kepala, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a.

menyusun program kerja Sub BidangAnggaran Pendapatan, Belanja Tidak
Langsung dan Pembiayaan sebagal pedoman pelaksanaan tugas,

merencanakan operasional Sub BidangAnggaran Pendapatan, Belanja Tidak
Langsung dan Pembiaysanberdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia
sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas;

menghimpun dan mengolah bahan evaluasi program dan kegiatan pengelolaan
anggaran belanja tidak langsung dan pembiayaan daerah;

merumuskan dan menyelenggarakan penyusunan anggaran kas (cash budgef)
bidang belanja tidak langsung dan pembiayaan daerah;

menghimpun bahan penyusunan Rancangan APBD dan perubahan APBD bidang
pendapatan belanja tidak langsung dan pembiayaan;

melaksanakan verifikasi dan meneliti Rencana Kegiatan Anggaran SKPD bidang
pendapatan belanja tidak langsung dan pembiayaan;

menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan
penyusunan, perubahan dan pengendalian anggaran pendapatan tidak langsung,
belanja dan pembiayaan;

memeriksa dan meneliti usulan belanja tidak langsung dan pembiayaan;
menyiapkan konsep rancangan Peraturan Daerah APBD dan perubahan APBD
bidang pendapatan belanja tidak langsung dan pembiayaan daerah:

menyiapkan bahan penyusunan APBD dengan unit kerja terkait yang
dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah bidang pendapatan belanja tidak langsung
dan pembiayaan daerah;

melaksanakan penyusunan Rancangan APBD dan perubahan APBD bidang
pendapatan belanja tidak langsung dan pembiayaan daerah;




(1)

(£}

menghimpun bahan perumusan APBD dan Perubahan APBD bidang pendapatan
belanja tidak langsung dan pembiayaan daerah;

menghimpun bahan Rancangan penjabaran APBD dan perubahan APED bidang
pendapatan belanja tidak langsung dan pembiayaan daerah;

menyusun dan menghimpun bahan pertanggung jawaban kepala daerah tentang

APBD bidang pendapatan belanja tidak langsung dan pembiayaan daerah;
menghimpun bahan-bahan perencanaan kegiatan, evaluasi dan laparan hasil
kagiatan;

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan;
menyusun bahan laperan akuntabilitas kinerja,

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Sub Bidang Anggaran
Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan;

mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan bidang tugasnya;

memberi saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

membagi tugas dan member pstunjuk kepada bawahan untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;

menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/stau kegiatan kepada atasan;

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan

Pasal 21

Sub Bidang Anggaran Belanja Langsungmempunyai tugas pokok merencanakan
kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol kegiataan teknis dan
administrasi penyelenggaraan penyusunan anggaran belanja langsung.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Sub
Bidang Anggaran Belanja Langsungmempunyai fungsi :

a. perencanaan kegiatan Sub Bidang Anggaran Belanja Langsung;

b. pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Anggaran Belanja Langsung;

c. pembagian pelaksanaan tugas Sub Bidang Anggaran Belanja Langsung;
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d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesual dengan tugas dan
fungsinya

Pasal 22

Sub Bidang Anggaran Belanja Langsung dipimpin olen seorang Kepala, mempunyai

uraian tugas sebagai berikut:

a

menyusun program kera Sub Bidang Anggaran Belanja Langsung.sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

merencanakan operasional Sub Bidang Anggaran Belanja Langsungberdasarkan
skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas,
menghimpun dan mengolah bahan evaluasi program dan kegiatan pengelolaan
Anggaran Belanja Langsung;

menghimpun bahan penyusunan Rancangan APBD dan perubahan APBD bidang
belanja langsung,

menylapkan bahan perubahan penyusunan RKA SKPD,

menyiapkan bahan pembahasan penyusunan Rancangan Kegiatan Anggaran
(RKA) SKPD = RKA SKPKD dan RKAP SKPD, RKAP SKPKD:

melaksanakan penyusunan Rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD
bidang belanja langsung;

menghimpun bahan perumusan APBD dan perubahan APBD bidang belanja
langsung;

menghimpun bahan rancangan penjabaran APED dan rancangan perubahan
penjabaran APEBD bidang belanja langsung;

menghimpun bahan-bahan perencanaan kegiatan, evaluasi dan laporan hasil
kegiatan Sub Bidang Anggaran Belanja Langsung;

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan:
menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja;

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya:

melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Sub Bidang Anggaran Belanja
Langsung:

mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas:
memberi saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
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menilai hasil kerja bawahan unfuk bahan pengembangan karier;
melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 23

Sub BidangPenyusunan dan Penelaahan Kebijakan Anggaran mempunyai tugas

pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol

kegiatan teknis dan administrasi penvelenggaraan penyusunan dan penelaanan

kebijakan anggaran.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Sub

BidangPenyusunan dan Penelaahan Kebijakan Anggaran mempunyai fungsi :

a. perencanaan kegiatan Sub BidangPenyusunan dan Penelaahan Kebijakan
Anggaran;

b. pelaksanaan kegiatan Sub BidangPenyusunan dan Penelaahan Kebiakan
Anggaran;

c. pembagian pelaksanaan tugas Sub BidangPenyusunan dan Penelaahan
Kebijakan Anggaran;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Pasal 24

Sub Bidang Penyusunan dan Penelaahan Kebijakan Anggaran dipimpin oleh seorang
Kepala, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

menyusun program kerja Sub BidangPenyusunan dan Penelaahan Kebijakan
Anggaran sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

merencanakan operasional Sub BidangPenyusunan dan Penelaahan Kebijakan
Anggaranberdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam
pelaksanaan tugas,

menghimpun dan mengolah bahan evaluasi program dan kegiatan penyusunan
dan penelaahan kebijakan anggaran;

menyelenggarakan dan mengkodinasikan penyusunan APBD dan perubahan
APBD;

menyusun kebijakan kepala daerah terkait pengeluaran belanja, subsidi, hibah,
bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tak terduga;

menyiapkan bahan pedoman penyusunan RKA SKPD — RKA SKPKD;
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menghimpun bahan perencanaan kegiatan, evaluasi dan laporan hasil kegiatan,
menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan,
menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja;

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serna men cari alternatif pemecahannya;

melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Sub BidangPenyusunan dan
Penelaahan Kebijakan Anggaran;

mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugag;
memben saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

membagi tugas dan memberi pefunjuk kepada bawahan unfuk kelancaran
pelaksanaan tugas:

menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengeambangan karier;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan,

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 4
Bidang Perbendaharaan
Pasal 25

Bidang Perbendaharaan dipimpin cleh seorang Kepala dan mempunyai tugas
pokok merencanakan kegiatan operasional, melaksanakan penyusunan program

dan petunjuk teknis kegiatan penyelenggaraan perbendaharaan keuangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Bidang
Perbendaharaan mempunyail fungsi :

a. perencanaan operasional kegiatan perbendaharaan,

b.  penyelenggaraan kegiatan perbendaharaan,

c. pengendalian dan pembinaan penyelenggaraan kegiatan perbendaharaan;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesual dengan

tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Bidang Perbendaharaan,
membawahkan !
a. Sub Bidang Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan :
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b. Sub Bidang Beianja Langsung;
c. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah.

Pasal 26

Bidang Perbendaharaan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi
sebagaimana dimaksud pada Pasal 25, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
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merencanakan program kerja Bidang Perbendaharaan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas,

merencanakan operasional Bidang Perbendaharaan berdasarkan skala prioritas
dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas;

menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja bidang perbendaharaan yang akan
dikoordinasikan oleh Sekretariat sebagai pertanggungjawaban Kepala Dinas
FPendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dasrah kepada Bupati;
mengoordinasikan penyusunan pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah;
mengkoordinasikan penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan
daerah;

memberikan petunjuk teknis pelaksanaan penempatan uang pada rekening kas
umum daerah;

memberikan petunjuk teknis pengelolaan dan penatausahaan investasi kas
daerah;

memantau pelaksanaan pengeluaran APBD oleh bank atau lembaga keuangan
lainnya yang ditunjuk;

memantau pelaksanaan penelitian kelengkapan dokumen Surat Perintah
Membayar (SPM) yang diajukan pengguna anggaran;

mengatur dana yang diperiukan dalam pelaksanaan APBD:

memantau pelaksanaan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
memantau pelaksanaan penerbitan daftar gaji satuan kerja perangkat daerah:
meneatapkan surat perintah pencairan dana;

menetapkan surat keterangan pemberhentian pembayaran gaiji:

menghimpun dan menganaiisa data serta menyajikan laporan hasil kegiatan:
menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja;

melaksanakan pengawasan internal di lingkup tugasnya;

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencan alternatif pemecahannya;

melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Bidang Perbendaharaan:
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mempelajar, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
memberi saran dan periimbangan teknis kepada atasan;

membagl tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;

menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan,
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 27

Sub Bidang Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan mempunyai tugas pokok
merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol kegiatan
teknis dan administrasi penyelenggaraan perbendaharaan belanja tidak langsung
dan pembiayaan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Sub
BidangBelanja Tidak Langsung dan Pembiayaan mempunyai fungsi :

a. perencanaan kegiatan Sub Bidang Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan,
b. pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan;
c. pembagian pelaksanaan tugas Sub Bidang Belanja Tidak Langsung dan

Pembiayaan;
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuail dengan tugas dan

fungsinya.

Pasal 28

Sub Bidang Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan dipimpin oleh seorang Kepaia,

mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

menyusun program kerja Sub Bidang Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan
sebagal pedoman pelaksanaan tugas,

merencanakan operasional Sub Bidang Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan
berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam
pelaksanaan tugas;

menghimpun dan mengolah bahan evaluasi program dan kegiatan Sub Bidang
Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan;

meneliti kelengkapan SPM Belanja Tidak Langsung:
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melakzanakan dan menatausahakan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D) belanja tidak langsung;

melaksanakan rekonsiliasi belanja tidak langsung dan pembiayaan dengan SKPD
terkait:

melaksanakan dan menatausahakan penerbitan surat keterangan pemberhentian
pembayaran gaji;

menarbitkan daftar gaji satuan kerja perangkat daerah;

menyimpan dokumen yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya;
menghimpun dan menganalisa data serta menyajikan laporan hasil kegiatan;
menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja,

mengevaiuasi pelaksanaan {fugas dan menginventaricasi permasalahan di
lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Sub Bidang Belanja Tidak
Langsung dan Pembiayaan;

mempelajar, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas:
memberi saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;

menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan kariar;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan:
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 29

Sub Bidang Belanja Langsung mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan,

melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol kegiatan teknis dan administrasi

penyelenggaraan perbendaharaan belanja langsung,

Untuk n‘re!ak:san.-ahan iugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Sub

Bidang Belanja Langsungmempunyai fungsi :

a. perencanaan kegiatan Sub Bidang Belanja Langsung;

b.  pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Belanja Langsung;

¢. pembagian pelaksanaan tugas Sub Bidang Belanja Langsung;

d.  pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
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Pasal 30

Sub Bidang Belanja Langsung dipimpin oleh seorang Kepala, mempunyai uraian tugas

sebagai berikut:

a.
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menyusun program  kerja Sub Bidang Belanja Langsungsebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

merencanakan operasional Sub Bidang Belanja Langsungberdasarkan skala
prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas;
menghimpun dan mengolah bahan evaluasi program dan kegiatan Sub Bidang
belanja langsung,;

meneliti kelengkapan Surat Perintah Membayar (SPM);

melaksanakan dan menatausahakan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana
{SP2Dy);

menyimpan dokumen yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya;
menghimpun dan menganalisa data serta menyajikan laporan hasil kegiatan;
menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja;

mengevaluasi pelaksanaan fugas dan menginventarisasi permasalahan di
lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Sub Bidang Belanja Langsung;
mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan bidang tugasnya;

memberi saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;

menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan kariar;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan:
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan,

Pasal 31

Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah mempunyai tugas pokok merencanakan
kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol kegiatanteknis dan
administrasi penyelenggaraan pengelolaan kas daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Sub
BidangPengelolaan Kas Daerah mempunyai fungsi :

a. perencanaan kegiatan Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah:

B.  pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pangelolaan Kas Daerah;




¢. pembagian pelaksanaan tugas Sub Bidang Pengelciaan Kas Daerah;
d  pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Pasal 32

Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah dipimpin cleh seorang Kepala, mempunyai uraian

tugas scbagai berikut:

a.

menyusun program kerja Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

merencanakan operasional Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerahberdasarkan
skala prioritas dan dana yang tersedia sebagal dasar dalam pelaksanaan tugas;
menghimpun dan mengolah bahan evaluasi program dan kegiatan Sub Bidang
Pengelolaan Kas Daerah;

Pelaksanaan dan penatausahaan penempatan uang pada rekening umum Kas
daerah;

melaksanakan dan menatausahakan investasi kas daerah;

menempatkan uang pada rekening umum kas daerah;

melaksanakan rekonsiliasi penerimaan pendapatan dan pengeluaran belanja
daerah dengan bank tempat rekening kas umum daerah;

menyimpan dokumen yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya:
menghimpun dan menganalisa data serta men yajikan laporan hasil kegiatan;
menyusun bahan laporan akuntabilitas kinena;

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di
lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya,

melaksanakan pengawasan intemal di lingkungan Sub Bidang Pengelolaan Kas

Daerah;

mempelajari, memahami dan melaksanakan paraturan perundang-undangan yang
berkaltan dengan bidang tugasnya;

memberi saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

membagi fugas dan memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;

menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan,
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan cleh atasan.
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Paragraf 5
Bidang Pengelolaan Aset
Pasal 33

Bidang Pengelolaan Aset dipimpin oleh seorang Kepala dan mempunyai tugas
pokok merencanakan operasional, mengatur, mengelola, mengoordinasikan,

mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan Pengelolaan Asat.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Bidang

Pengelolaan Asetmempunyai fungsi :

perencanaan operasional kegiatanpengelolaan aset;

penyelenggaraan kegiatanpengeiclaan asetl;

nengendalian dan pembinaan penyelenggaraan kegiatanpengelolaan aset,
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Lo LI A

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Bidang pengelolaan aset,
membawahkan :

a Sub Bidang Inventarisasi dan Penilaian Aset

b Sub Bidang Pendayagunaan Aset,

¢ Sub Bidang Penertiban Aset.

Pasal 34

Bidang Pengelolaan Aset dalam menyelenggarakan fugas pokok dan fungsi

sebagaimana dimaksud pada Pasal 33, mempunyai uraian tugas sebagal berikut:

merencanakan program kerja Bidang Pengelolaan Aset sebagai pedoman
pelaksanaan tugas,

merencanakan operasional Bidang Pengelolaan Aset berdasarkan skala prinritas
dan dana yang tersedia sebagal dasar dalam pelaksanaan tugas;

menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja bidang pengelolaan aset yang akan
dikoordinasikan oleh Sekretariat sebagai pertanggungjawaban Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kepada Bupati:

menyusun program dan petunjuk teknis dalam lingkup tugasnya;
mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Aset Daerah yang meliputi
inventarisasi, penatausahaan, pendayagunaan dan penertiban aset daerah
menyusun kebijakan teknis dalam lingkup tugasnya;



———— e, W, e —

menyelenggarakan penyusunan bahan persetujuan sekretaris Daerah mengenai
rencana kebutuhan barang milik daerah;

menyaienggarakan penyusunan bahan Penetapan Bupati tentang penggunaan,
pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan bangunan melalui Sekretaris
Daerah;

menyelenggarakan penyusunan usulan pengajuan pemindahtanganan barang
milik daerah yang memerlukan persetujuan DPRD, melalui Sekretaris Daerah
sebagai bahan Pengajuan Bupati kepada DPRD)

menyelenggarakan peryusunan bahan persetujuan Bupati tentang usul
pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah sesual  batas
kewenangannya, melalui Sekretaris Daerah;

menyelenggarakan penyusunan bahan persefujuan Bupali tentang usul
pendayagunaan dan penertiban barang milik daerah selain tanah danfatau
bangunan. melalul Sekretaris Daerah:

melakukan pelaksanaan pendayagunaan, peneriban, penghapusan, dan
pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh bupati atau
DPRD;

menyelenggarakan dokumentasi kepemilikan barang daerah untuk kendaraan,
tanah dan bangunan;

menyelenggarakan penyusunan pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;
menyelenggarakan penatausahaan serta menyiapkan bahan dalam rangka
pelaksanaan pengadaan barang sesuai ketentuan yang beriakuy;
menyalenggarakan pencatatan hasil penerimaan barang daerah dalam Daftar
Barang Milik Daerah;

menyelenggarakan penyajian dan menyampaikan data kebutuhan aset daerah;
menyelenggarakan dokumentasi data pengadaan aset daerah:

memyelenggarakan administrasi perencanaan barang daerah dan administrasi
penghapusan barang daerah;

menyelenggarakan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam
Daftar Barang Pengguna (DBP)/Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) menurut
penggolongan dan kodefikasi barang;

menyelenggarakan Pencatatan barang milik daerah dimuat dalam Kartu Inventaris
Barang A, B, C, D, Edan F;

menyelenggarakan rekapitulasi atas pencatatan dan pendaftaran barang milik
daerah dalam Daitar Barang Milik Daerah (DBMD);
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menyelenggarakan sensus barang milik daerah setiap 5 (lima) tahun sekali untuk
menyusun Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris beserta rekapitulasi barang
milik pemerintah daerah;

menyelenggarakan penyusunan laporan barang semesteran dan tahunan menjadi

Laporan Barang Milik Daerah (LBMD):
menyelenggarakan penghimpunan dan penelitian data inventaris barang dan aset

daerah yang diusulkan untuk dinapus dari kekayaan Daerah;

menyelenggarakan penelitian secara fisik terhadap status barang inventaris dan
perubahan status barang inventaris;

memproses dan melakukan penghapusan sesuai dengan ketentuan dan proseaur
yang berlaku;

menyusun konsep Surat Keputusan tentang penghapusan barang;
menyelenggarakan pencatatan data barang bergerak dan tidak bergerak milik
pemerintah daerah;

menyelenggarakan penyebaran Laporan Semesteran dan Tahunan Barang
Daerah;

menyelenggarakan Evaluasi Daftar Hasil Pengadaan Barang Daerah;
menyelenggarakan penelitian dan pengkajian penghapusan aset daerah;
menyusun kebijakan teknis penghapusan barang daerah;

menyelenggarakan sosialisasi kebijakan penghapusan barang;

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencan alternatif pemecahannya,

melaksanakan pengawasan intemnal di lingkungan Bidang Pengelolaan Aset,
mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan bidang tugasnya;

memberi saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;

menilal hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
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Fasal 35

Sub Bidang Inventarisasi dan Penilaian Aset mempunyai tugas pokok
merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan meangontrel kegiatan
teknis dan administrasi pengelolaan Inventarisasi dan Penilaian Aset.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Sub
Bidanglnventarisasi dan Penilaian Aset mempunyai fungsi :
a. perencanaan kegiatan Sub Bidanglnventarisasi dan Penilaian Aset,
b. pelaksanaan kegiatan Sub Bidanglnventarisasi dan Penilaian Aset;
c. pembagian pelaksanaan tugas kegiatan Sub Bidanglnventarisasi dan
Penilaian Aset;
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan cleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Pasal 36

Sub Bidang Inventarisasi dan Penilaian Aset dipimpin oleh seorang Kepala, mempunyai

uraian tugas sebagai berikut:

d.

menyusun program kerja Sub Bidang Inventarisasi dan Penilaian Aset sebagai

pedoman pelaksanaan tugas,
merencanakan operasional Sub Bidang Inventarsasi dan Penilaian Aset

berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam

pelaksanaan tugas,
menghimpun dan mengolah bahan evaluasi program dan kegiatan inventarisasi

dan Penilaian Aset,

melaksanakan administrasi barang daerah:

malakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam Daftar
Barang Pengguna (DBP)/Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) menurut
penggolongan dan kodefikasi barang;

Pencatatan barang milik dasrah dimuat dalam Kartu Inventaris Barang A, B, C, D,
E dan F;

melakukan rekapitulasi atas pencatatan dan pendaftaran barang milik daerah
dalam Daftar Barang Milik Dasrah (DEMD};

melaksanakan sensus barang milik daerah setiap 5 (lima) tahun sekali untuk
menyusun Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris beserta rekapitulasi barang
milik pemerintah daerah;

menghimpun hasil inventarisasi barang milik daerah;

menyusun dan menghimpun laporan barang semesteran dan tahunan menjadi
Laparan Barang Milik Daerah {LBMD):
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mengkoordinasikan inventansasi data aset daerah;

menghimpun dan meneliti data inventaris barang dan aset daerah yang diusulkan
untuk dihapus dari kekayaan Daerah;

melakukan penelitian secara fisik terhadap status barang inventaris dan perubahan

status barang inventaris,
memproses dan melakukan penghapusan sesuai dengan ketentuan dan prosedur

yang berlaku;
menyiapkan konsep Surat Keputusan tentang penghapusan barang;
malaksanskan pencatatan data barang bergerak dan tidak bergerak milik

pemerintah daerah;
menyiapkan bahan penyebaran Laporan Semesteran dan Tahunan Barang

Daerah;

melaksanakan Evaluasi Daftar Hasil Pengadaan Barang Daerah;

menylapkan bahan administrasi penghapusan aset;

melaksanakan penelitian dan pengkajian penghapusan aset daerah;

menyusun kebijakan teknis penghapusan barang daerah;

melaksanakan sosialisasi kebijakan penghapusan barang!

melaksanakan penilaian dan penyusutan aset daerah;

melaksanakan dokumentasi kepemilikan aset berupa Kkendaraan, tanah dan
bangunan;

menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja;

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup

tugasnya serta mencan alternatif pemecahannya:
melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Sub Bidanglnventarisasi dan

Penilzian Aset;

mempelajar, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan’ bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
memberi garan dan pertimbangan teknis kepada atasan;

membagi tugas dan memberi petunjuk kepada Dawahan untuk Kelancaran
pelaksanaan tugas;

menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan:

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan
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Pasal 37

Sub Bidang Pendayagunaan Aset mempunyal tugas pokok merencanakan
kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol kegiatan teknis dan

administrasi pendayagunaan aset daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Sub
BidangPengendalian dan Pemanfaatan mempunyai fungsi :

a. perencanaan kegiatan pendayagunaan aset daerah;

b. pelaksanaan kegiatan pendayagunaan aset daerah;

¢. pembagian pelaksanaan tugas kegiatan pendayagunaan aset daerah;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan cleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Pasal 38

Sub Bidang Pendayagunaan Aset dipimpin oleh seorang Kepala, mempunyai uraian

tugas sebagai berikut

menyusun program kerja Sub Bidang Pendayagunaan Aset sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

merencanakan operasional Sub Bidang Pendayagunaan Aset berdasarkan skala
prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas;
menghimpun dan mengolah bahan evaluasi program dan kegiatan Sub Bidang
Pendayagunaan Aset,

menyiapkan bahan penyusunan, pedoman, dan petunjuk teknis pendayagunaan
dan pemanfaatan aset daerah;

menyiapkan bahan inventarisasi potensi kerjasama pemanfaatan aset daerah
menyiapkan bahan penyusunan kajian tentang analisis peluang investasi
pemanfaatan aset daerah;

menyiapkan bahan kerjama sama dengan SKPD terkait dan pihak lain dalam
rangka pemanfaatan aset;

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Sub Bidang Pendayagunaan
Aseat;
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(2)

mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan fugas,
memberi saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

membagi fugas dan memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran
pelaksanaan fugas,

menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier,

melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 35

Sub Bidang Penertiban Asst mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan,
melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol kegiatan teknis dan administrasi
penariban aset daeran.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Sub
Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai fungsi :
a. perencanaan kegiatan penertiban aset daerah;
b. pelaksanaan kegiatan penertiban aset daerah;

pembagian pelaksanaan tugas kegiatan penertiban aset daerah
d. pelaksanzan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Paszal 40

Sub Bidang Penertiban Aset dipimpin oleh seorang Kepaia, mempunyal uraian tugas

sebagai bernkut:

menyusun program kera Sub Bidang Penertiban Aset sebagai pedoman
pelaksanaan fugas;

merencanakan operasional Sub Bidang Penertiban Aset berdasarkan skala
prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas;
menyusun kebijakan teknis program dan petunjuk teknis penertiban aset daerah:

melaksanakan penertiban aset daerah:

menyiapkan bahan penyelesaian masalah pengendalian, pemanfaatan dan
tuntutan ganti rugi,

melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap aset daerah oleh unit
kerja di lingkungan Pemerintah Daerah;
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(1)
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(2y Dalam menyelenggarakan fugas pokok dan  fungsi

mengontrol aset daerah sesuai kebutuhan dan peruntukkannya;
melaksanakan pengamanan aset daerah;

mengevaluasi pelaksanaan fugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup

tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
melaksanakan pengawasan internal di fingkungan Sub Bidang Penertiban Aset

Daerah;
mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang

berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
memberi saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;

menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier,
melaporkan hasil pelaksanaan fugas danfatau kegiatan kepada atasan;
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan,

Paragraf 5
BidangAkuntansi
Pasal 33

Bidang Akuntansi dipimpin oleh seorang Kepala dan mempunyai tugas pokok

merencanakan  operasional, mengatur, meangelola, mengoordinasikan,

mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan Pengelolaan Keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat {1), Bidang

Akuntansi mempunyai fungsi :

a. perencanaan operasional kegiatan Pengelolaan Akuntansi;

b. penyelenggaraan kegiatan Pengelolaan Akuntansi;

c. pengendalian dan pembinaan penyelenggaraan kegiatan Akuntansi;

d. pelaksanaan tugas lain yang diperikan oleh atasan langsung sesual dengan
tugas dan fungsinya.

Bidang Akuntansi,

membawahkan :

a Sub Bidang Pembukuan;

b Sub Bidang Pengelolaan Data;

¢ Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.



Pasal 34

Bidang Akuntansidalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana
dimaksud pada Pasal 33, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a,
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merencanakan program kerja Bidang Akuntansi sebagai pedoman pelaksanaan
wgas,

merencanakan operasional BidangAkuntansi berdasarkan skala prieritas dan dana
yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan ugas:

menyelenggarakan penyusunan bahan laporan akuntabilitas kinerja bidang
Akuntansi  yang akan  dikoordinasikan  oleh  Sekretariat sebagai
pertanggungjawaban Kepala Badan Pengesiolaan Keuangan dan Aset Daerah
kepada Bupati;

menyelenggarakan penyusunan kebijakan teknis program dan petunjuk teknis
dalam lingKup tugasnya,

menyelenggarakan  pengumpulan,  pencatatan, penggolongan.  penafsiran,
peringkasan transaksi atau kejadian dalam pengelolaan keuangan dan aset

daerah;
menyelenggarakan penyusunan bahan pembukuan keuangan dan aset daerah;

menyusun bahan pelaksanaan pencatatan mengenai realisasi pendapatan,
belanja dan pembiayaan APBD serta aset daerah;

menyusun bahan pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah;

menyusun bahan penyusunan neraca keuangan daeran;

menyusun bahan pembukuan dan akuntansi anggaran,

menyelenggarakan prosedur akuntansi penerimaan kas SKPKD,
menyelenggarakan prosedur akuntansi pengeluaran kas SKPKD;
menyelenggarakan prosedur akuntansi aset SKPKD;
menyelenggarakan prosedur akuntansi selain kas SKPKD:

menyslenggarakan kegiatan pengelolaan potensi keuangan;

menyelenggarakan kegiatan pencatatan dan pendokumentasian keuangan;
menyelenggarakan kegiatan pengolahan data keuangan;

menyusun bahan pelaksanaan pengembangan sistem informasi administrasi
Keuangan,

menyusun bahan pelaksanaan pembinaan pengelolaan sistem informasi
administrasi keungan;

menyelenggarakan kegiatan koordinasi pengelolaan informasi  administrasi
keuangan;
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menyelenggarakan kegiatan pembangunan dan pengembangan jaringan
komunikasi data;
menyelenggarakan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana lain jaringan

kKomunikasi data keuangan;
menyusun bahanperumusan kebijakan teknis, program dan petunjuk teknis

evaluasi dan pelaporan,

menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan keuangan daerah,

menyelenggarakan pengumpulan, pencalatan, penggolongan,  penafsiran,
peringkasan transaksi atau kejadian dalam pelaksanaan APBD:;

menyusun bahan laporan keuangan pemerintah daerah secara periodik;
menyusun bahan laporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban keuangan

dasrah;

menyusun bahan fasilitasi penyusunan laporan keuangan SKPD,

menghimpun, menyusun dan mengelola data dan menyampaikan informasi yang
berhubungan dengan evaluasi keuangan daerah;

menyusun bahan evaluasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBL);
menyusun bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan penggunaan kKeuangan

daerah;
menyusun dan menganalisa bahan laporan konsolidasi pelaksanaan APBD

sebagai bahan partanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah;
menyelenggarakan penyusunan laporan konsolidasi realisasi anggaran semester
pertama dan prognosis & (enam) bulan berikutnya,

menyelenggarakan penyusunan laporan realisasi anggaran pemerintah daerah;
menyelenggarakan penyusunan laporan arus kKas:

menyelenggarakdn penyusunan kensclidasi neraca daerah;

menyelenggarakan Penyusunan konsolidasi catatan atas laporan keuangan
pemerintah daerah;

menyelenggarakan penyusunan laporan konsolidasi dana tugas pembantuan dari
SKPD sebagai bahan penyampaian Bupali kepada Menteri Keuangan setiap
triwulan, semester dan setiap berakhirmya tahun anggaran;

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Bidang Akuntansi;
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mempelajan, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan bidang tugasnya,

memberi saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;

menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;

malaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 35

Sub Bidang Pembukuan mempunyal tugas pokok merencanakan kegiatan,
melaksanakan, membagi fugas dan mengontral kegiatan pembukuan kKeuangan
dan aset daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Sub
Bidang Pembukuan mempunyai fungsi :

a. perencanaan kKegiatan pembukuan keuangan;

b. pelaksanaan kegiatan pembukuan keuangan;

c. pembagian pelaksanaan tugas kegiatan pembukuan keuangan;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesual dengan tugas dan

fungsinya.

Pasal 36

Sub BidangPembukuan dipimpin oleh seorang Kepala, mempunyai uraian tugas

sebagai benkut:

A,

menyusun program karja Sub Bidang Pembukuan sebagai pedoman ﬂ&lﬁhﬁﬂﬂﬂﬁlﬂ
tugas;

merencanakan operasional Sub Bidang Pembukuan berdasarkan skala prioritas
dan dana yang tersadia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas;

melaksanakan pengumpulan, pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan
transaksi atau kejadian dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah;
melaksanakan penyusunan bahan pembukuan keuangan dan aset daerah;
menyiapkan bahan pelaksanaan pencatatan mengenai realisasi pendapatan,
belanja dan pembiayaan APBD serta asat daerah;
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menyiapkan bahan pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah:
menyiapkan bahan penyusunan neraca keuangan daerah;

melaksanakan dokumentasi kepemilikan aset berupa kendaraan. tanah dan
bangunan

melaksanakan penyusunan bahan pembukuan dan akuntansi anggaran,
melaksanakan prosedur akuntansi penerimaan kas SKPKD,

melaksanakan prosedur akuntansi pengeluaran kas SKPKD:

melaksanakan prosedur akuntansi aset SKPKD:

melaksanakan prosedur akuntansi selain kas SKPKD:

menghimpun dan menganalisa data serta menyajikan laporan hasil kegiatan;
menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja;

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Sub Bidang Inventarizsasi dan
Penilaian Aset;

mempelajar, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
perkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
memberi saran dan pertimbangan teknis kepada atasan,

membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan uniuk kelancaran
pelaksanaan tugas;

menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 37

Sub BidangPengelolaan Data mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan,
melaksanakan, membagi fugas dan mengontrol kegiatan pengelolaan data
keuangan,

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Sub
Bidang Pengendalian Data mempunyai fungsi :

a. perencanaan kegiatan pengelolaan data keuangan dan aset daerah
b. pelaksanaan kegiatan pengelolaan data keuangan dan aset daerah;
s pembagian pelaksanaan tugas kegiatan pengelolaan data keuangan dan

aset daerah;




d  pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Pasal 38

Sub Bidang Pengelolaan Data dipimpin cleh secrang Kepala, mempunyai uraian tugas
sebagai berikut:

a.

© - 0 a

menyusun program kerja Sub Bidang Pengelolasn Data sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

merencanakan operasional Sub Bidang Pengelolaan Data berdasarkan skala
prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas
menghimpun dan mengolah bahan evaluasi program dan kegiatan Sub Bidang
Pengelolaan Data:

melaksanakan kegiatan pengelolaan potensi keuangan:

melaksanakan kegiatan pencatatan dan pendokumentasian keuangan:
melaksanakan kegiatan pengolahan data keuangan;

menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan sisiem informasi administrasi
keuangan;

menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan pengelolaan sistem informasi
administrasi keungan,

melaksanakan kegiatan koordinasi pengelolaan informasi administrasi keuangan,
melaksanakan kegiatan pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi
data;

melaksanakan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana lain  janngan
komunikasi data keuangan;

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta m-en can alternatif pemecahannya;

melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Sub Bidang Pengendalian Data:
mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
memberi saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran
pelaksanaan fugas;

menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
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Pasal 39

Sub BidangEvaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok merencanakan
kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol kegiatan teknis evaluasi

dan pealaporan.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Sub

Bidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

a. perencanaan kegiatan evaluasi dan pelaporan,

b, pelaksanaan kegiatan evaluasi dan pelaporan;

¢. pembagian pelaksanaan tugas kegiatan evaluasi dan pelaporan;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Pasal 40

Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala, mempunyai uralan

tugas sebagai berikut:

a.

menyusun program kerja Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan sebagal pedoman
pelaksanaan tugas,

merencanakan operasional Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan berdasarkan skala
prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas,
menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan petunjuk teknis

evaluasi dan pelaporan;

melaksanakan penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan keuangan daerah;
melaksanakan pengumpulan, pencatatan, penggeclongan, penafsiran, peringkasan
fransaksi atau kejadian dalam pelaksanaan AFBD,

menyiapkan bahan penyusunan laporan keuangan pemerintah dasrah secara
periodik;

menyiapkan  bahan  penyusunan laporan  keuangan dalam  rangka
pertanggungjawaban keuangan daerah;

menyiapkan bahan fasilitasi penyusunan laporan keuangan SKPD,

menghimpun, menyusun dan mengelola data dan menyampaikan informasi yang
perhubungan dengan evaluasi keuangan daerah;

meanylapkan bahan evaluasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
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menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan penggunaan keuangan
daerah;
menyusun dan menganalisa bahan laporan konsolidasi pelaksanaan APBD sebagai

bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah;

melaksanakan penyusunan laporan konsolidasi realisasi anggaran semester
pertama dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya;

melaksanakan penyusunan laporan realisasi anggaran pemerintah daerah:
melaksanakan penyusunan laporan arus kas;

melaksanakan penyusunan konsolidasi neraca daerah;

melaksanakan Penyusunan konsolidasi catatan atas laporan keuangan pemerintah
daerah;

melaksanakan penyusunan laporan konsolidasi dana tugas pembantuan dari SKPD
sebagal bahan penyampaian Bupati kepada Menteri Keuangan setiap triwulan,
semester dan setiap berakhirnya tahun anggaran;

mengavaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup

tugasnya serta mencari alternatf pemecahannya:

melaksanakan pengawasan intemal di lingkungan Sub Bidang Evaluasi dan
Pelaporan;

mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas:
memberi saran dan pertimbangan teknis kepada atasan,

membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran

pelaksanaan tugas;
menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karer
melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan,
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Paragraf 7
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 73

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian
kegiatan Dinas sesuai kebutuhan.

Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung
jawab kepada Kepala Badan;.

Kelompok jabatan fungsional terdin dari sejumiah tenaga dalam jenjang jabatan
fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.

Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsicnal
senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.

Pembentukan jabatan fungsicnal ditetapkan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan

dan beban Kerjanya.

Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 74

Hal-hal yang menjadi tugas pokok Dinas merupakan satu kesatuan yang bidak
dapat dipisahkan,

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas dilaksanakan oleh Kepala Bidang-
Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang-Kepala Sub Bidang dan Kelompok Jabatan
Fungsional menurut bidang tugasnya masing-masing.

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi,
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(4) Sefiap pimpinan satuan organisasi di fingkungan Dinas wajib memimpin dan
memberikan bimbingan ssrta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 75

(1) Kepala Badan wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Bekretaris
Daerah.

{2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas bertanggung jawab dan
wajib menyampaikan laporan kepada atasannya masing-masing

(3) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman pada

ketentuan yang berlaku,

Bagian Ketiga
Hal Mewakili
Pasal 76

(1) Sekretaris mewakili Kepala Badan, apabila berhalangan dalam menjalankan tugas.

{2) Apabila Sekretaris berhalangan, Kepala Badan dapat menunjuk salah seorang
Kepala Bidang sasuai bidang tugas dan/atau kemampuan.
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BAB V
KEPEGAWAIAN
Pasal 77

Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan usulan

Sekretaris Daerah,

Kepala Badan wajib melaksanakan pembinaan. pengawasan melekat dan
membuat Daftar Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sesuai peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Badan wajib memperhatikan pelaksanaan kenaikan pangkat dan gaji
pegawai bawahannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang beraku.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 78

Pembiayaan Dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Bekasi.

(1

(2)

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis
pelaksanaannya akan diatur kemudian,

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2009
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
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Pasal 80

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal

BUPATI BEKASI

Hj. NENENG HASANAH YASIN



